WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3M.. TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka mengakomodir nama jabatan yang
belum tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor
2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Sawahlunto.

. Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor
42);

24 .Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11);

25.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor
14);

26.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organsiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
(Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
(Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

27.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto
(Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17);

28.Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2019
tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020
Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.

Pasal 1
Beberapan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor



13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor

2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Paszl 9

Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang

melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.

Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Kriteria sebagai berikut:

a.
b.

pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia
berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;

pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hokum

. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya;

dan/atau
pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan
fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.

TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:

a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) antara lain:

1. Inspektur Pembantu;

Sekretaris pada Inspektorat;

Inspektur Pembantu;

Kasubag pada Inspektorat;

Jabatan Fungsional Madya pada Inspektorat;

Jabatan Fungsional Muda pada Inspektorat;

Jabatan Fungsional Pertama pada Inspektorat;

Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat; dan
ASN pada Inspektorat.

ol L

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

antara lain:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

3. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah;



Kepala Seksi/Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

ASN yang bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

78
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6.
7s

Kepala SKPKD yang melaksanakan fungsi BUD;

Sekretaris SKPKD;

Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD;

Kepala Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi;

Kepala Seksi pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan
Bidang Akuntansi;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD; dan

ASN yang bertugas pada SKPKD.

d. ASN Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan antara lain:

1,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;

2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3.
4. Kepala Seksi/Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan

Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;

Pencatatan Sipil; dan
ASN yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

e. ASN Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja;

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;

. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Kepala Seksi/Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan

ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung perizinan dan

non perizinan,

f. ASN yang beresiko langsung dengan keselamatan kerja antara lain:

1.

Pemadam Kebakaran
a) Kepala Satpol PP dan Damkar

b) Sekretaris Satpol PP dan Damkar

c) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam

Kebakaran

d) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran



o

e) ASN yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran
2. Petugas Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum
a) Kepala Dinas Perhubungan
b) Sekretaris Dinas Perhubungan
c) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
d) Kepala Seksi Lalu Lintas
e) ASN yang bertugas sebagai Petugas Lalu Lintas
f) Kepala UPTD Kelistrikan
g) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelistrikan
h) ASN yang bertugas sebagai Petugas PJU
Kepala Puskesmas;
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
Pengawas Sekolah; dan
Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator

ULP Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN

yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

a.

keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
dan/atau
kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa

memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:

a

b

. Sekretaris Daerah; dan
. Dokter Spesialis pada RSUD.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan
kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan, antara lain:
a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Honorarium:
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan;

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan



3. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai

kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei £021

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIH KOTA SAWAHLUNTO,
\

AMBUN KADRI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 3y




